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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perkawinan adalah sunnatulla@h, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan
1
. Allah 

berfirman: 

                              

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya  berpasang-pasangan, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui.(Qs. Ya@syn: 36)
2
 

 

       Sayyid Sa@biq berpendapat bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih 

Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
3
 

       Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat 

atau mithaqan ghaliz{an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
4
 

      Sedangkan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isrti 

                                                           
1
 Sa’id T {alib al-Hamdani, Risalah Nikah ( Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 1. 

2
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya jilid 8 (Surabaya:Duta Ilmu, 

2005),  221. 
3
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Moh Thalib), jilid 6, (Bandung: PT Alma’arif, 1990), 9. 

4
 Tim Redaksi Nuansa Aulia et al., Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Nuansa Aulia, 2012), pasal 2. 
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2 

 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

       Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan 

sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 

sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 

peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan 

dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan 

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

        Tujuan perkawinan menurut agama Islam secara umum ialah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin 

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi empat yaitu: 

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi 

yang akan datang, keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan 

naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang 

diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang 

                                                           
5
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

dapat mendorong untuk mencari pasangan hidup dan untuk menyalurkan 

nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi 

penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
6
 

2. Memelihara dari kerusakan, sesuai dengan surat ar-Ru@m ayat 21 bahwa 

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan 

melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan 

perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan 

kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan 

masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu 

condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. 

3. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang 

halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga  kurang 

bertanggung jawab. 

4. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang 

sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.  Kebahagiaan masyarakat 

dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga 

dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi 

                                                           
6
 Sa’id T {alib al-Hamdani, Risalah Nikah ( Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 46-47. 
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4 

 

faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman 

masyarakat. 
7
 

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 

3 yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki@nah, mawaddah, 

dan rah{mah.
8
 sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:  

نَكُمْ مَوَد   هَا وَ جَعَلَ بَ ي ْ ةً وَ رَحَْْةً إِن  وَمِنْ ءَاياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُ وْا إلِيَ ْ

 فِِ ذَلِكَ لََيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَك رُوْنَ  

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
9
  

  

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

terdapat dalam pasal 1 yakni perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10

 Oleh 

karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar 

dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. dengan demikian perlu adanya 

kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. 

Kesiapan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. 

                                                           
7
 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 28-30. 

8
 Tim Redaksi Nuansa Aulia et al., Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Nuansa Aulia, 2012), pasal 3 

9
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya jilid 7 (Surabaya:Duta Ilmu, 

2005), 572. 
10

 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
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Syarat perkawinan menurut Islam merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Syarat-syarat 

sahnya perkawinan menurut Islam adalah: 

1. Syarat terkait Akad Nikah; 

a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul, 

b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, 

c. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walau 

sesaat, 

d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat 

membatasi masa berlakunya perkawinan, 

e. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. 

2. Syarat terkait laki-laki dan perempuan yang kawin; 

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, 

b. Keduanya sama beragama Islam, 

c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan, 

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan 

pihak yang akan mengawininya, 

e. Keduanya telah mencapai usia layak untuk melangsungkan perkawinan, 

tentang batas usia perkawinan memang tidak ada batasan pasti tetapi 
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hanya disebutkan hendaklah dewasa seperti dalam firman Allah dalam 

Qs. An Nissa’ ayat 6:  

                     …..    

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur   untuk 

menikah.
11

 

 

       Literatur fikih Islam memang tidak menyatakan ketentuan secara 

eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal 

maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tashri’ dalam pernikahan 

adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh 

keturunan (h{ifdh al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon 

mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses 

reproduksi. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan 

dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan  dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.
12

 

3. Syarat terkait dengan wali;  

a. Telah dewasa dan berakal sehat, 

b. Laki-laki, 

c. Muslim, 

d. Orang merdeka, 

e. Tidak berada dalam pengampuan, 

                                                           
11

 Kementerian Agama RI, Al-Quran & Tafsirnya Jilid 2(Jakarta: Widya Cahaya, 2011) , 118. 
12

 Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia Ketiga Tahun 2009, 829. 
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f. Berpikir baik, 

g. Adil, 

h. Tidak sedang melakukan ihram. 

4. Syarat terkait dengan saksi 

a. Saksi berjumlah paling kurang dua orang, 

b. Kedua saksi beragama Islam, 

c. Kedua saksi orang yang merdeka, 

d. Kedua saksi adalah laki-laki, 

e. Kedua saksi bersifat adil, 

f. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.
13

 

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 

6 adalah sebagai berikut: 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 21 tahun 

harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh 

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan keluarga, yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas selama mereka menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam 

                                                           
13

 Amir Syariuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 61-83. 
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daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 

(2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak meentukan lain. 

 

Selanjutnya pada pasal 7 (1), terdapat persyaratan–persyaratan yang lebih 

rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang 

mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangya berumur 19 

tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam Penjelasan 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 7 disebutkan tujuan ditetapkannya batas 

umur adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Larangan 

menikah muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15. 

Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal 26 mengenai 

kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasal (1) huruf C.
14

 

Selanjutnya pasal 7 (2) “dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7 

Undang-Undang Perkawinan ini dapat dilakukan dengan meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun pihak wanita”.
15

 Aturan mengenai Dispensasi nikah ini juga 

terdapat dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975. 

                                                           
14

 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
15

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Jakarta: Prenada 

Media, 2004), 67-68 
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Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan 

prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah 

masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk 

menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. 

Perkawinan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini ini 

semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi 

pribadi yang melaksanakannya.
16

 

Pengadilan agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai 

lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum secara baik dan 

benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa 

keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial  

kepada anggota keluarga pencari keadilan. 

Hukum perdata menganut open sistem, hakim harus melakukan 

Rechtvinding  (penemuan hukum) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan 

keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang, hakim sebagai penegak 

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

                                                           
16

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Jakarta: Prenada 

Media, 2004),71. 
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hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa 

keadilan.
17

 

Penemuan hukum juga dilakukan dalam penetapan No. 

0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. Pengadilan Agama Pasuruan menerima permohonan 

dispensasi nikah yang di ajukan oleh Pemohon yakni anak yang berumur 17 

tahun 3 bulan tanpa diwakili oleh orang tuanya, permohonan dispensasi ini 

dilakukan untuk keadaan yang sangat mendesak yakni calon isteri pemohon 

dalam keadaan hamil 6 bulan.  Sedangkan secara hukum permohonan dispensasi 

nikah harus diajukan oleh orang tua anak tersebut hal ini terdapat dalam pasal 7 

Undang-Undang Perkawinan ayat (2), dikarenakan anak tersebut belum bisa 

dikatakan dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut 

undang-undang perkawinan adalah 18 tahun, konsekuensi dari keadaan belum 

dewasa ini adalah anak tersebut akan diwakili oleh orang tuanya mengenai 

segala perbuatan hukum didalam dan diluar  pengadilan, sesuai dengan pasal 47 

Undang-Undang Perkawinan.  

Berdasarkan pertimbangan bahwa  orang tua pemohon sebagai wali 

menurut hukum enggan  dan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut dan calon isterinya sudah hamil 6 bulan. Maka demi 

                                                           
17

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

35. 
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hukum agar tidak menambah kemudhorotan yang lebih besar, maka majelis 

hakim berpendapat sah pemohon sebagai subyek hukum. 

Berdasarkan perkara permohonan dispensasi nikah yang di ajukan oleh anak 

dibawah umur tanpa izin dari walinya yang terjadi di Pengadilan Agama 

Pasuruan. Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan perkara, Penulis memilih judul: Analisis Yuridis Terhadap 

Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali (Studi 

Putusan No. 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pas ). 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan 

perkara dispensasi nikah, 

2. Pandangan Islam mengenai dispensasi nikah tanpa persetujuan dari wali, 

3. Dasar hukum dispensasi nikah tanpa persetujuan dari wali , 

4. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur tanpa izin dari wali, dalam 

putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

 

5. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak di bawah umur tanpa 

izin dari wali, dalam putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah yaitu: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur tanpa izin dari wali, dalam 

putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, 

2. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur tanpa 

izin dari wali, dalam putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa  dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur tanpa izin dari wali dalam 

putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak 

dibawah umur tanpa izin dari wali dalam putusan No. 

0067/Pdt.P/2012/PA.Pas? 
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D. Kajian Pustaka 

Sepanjang data yang penulis peroleh, penelitian tentang dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama pernah dilakukan, di antaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila tahun 2012 yang berjudul “Analisis 

Yuridis Terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di 

bawah umur dalam penetapan pengadilan agama Kraksan no: 

032/Pdt.P/2011/PA.Krs)”.
18

 skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah 

yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur yang telah 

menikah sirri, permohonan dispensasi nikah ini di ajukan karena alasan agar 

tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anak. 

Kesimpulannya pengadilan agama kraksan menolak permohonan dispensasi 

nikah karena alasan yang diajukan oleh pemohon tidak cukup beralasan 

untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan alasan tersebut lebih 

pas digunakan dalam pengajuan isbat nikah. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Faruq Abdil Haq tahun 2013 yang berjudul 

“Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah 

Bagi Duda Dalam Penetapan No 0094/Pdt.P/2012/PA. BJN.”19
 Dalam 

skripsi ini perkara dispensasi nikah diajukan oleh duda dibawah umur yang 

                                                           
18

 Ary Ardila, “Analisis Yuridis Terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di 
bawah umur dalam penetapan pengadilan agama pasuruan no: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs” (Skripsi- 

IAIN sunan ampel, Surabaya, 2012). 
19

 Faruq Abdil Haq, “Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi 
Duda Dalam Penetapan No 0094/Pdt.P/2012/PA. BJN” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 

2013). 
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masih berumur 18 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak karena calon 

isterinya sudah hamil 2 bulan. Dalam penetapan, pengadilan agama 

mengabulkan permohonan pemohon, untuk menghindarkan mafsadat yang 

akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya. Saat perkawinan 

terdahulu pemohon telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan, tetapi 

penetapan tersebut tidak berlaku umum melainkan khusus hanya berlaku 

bagi anak pemohon menikah dengan calon isterinya tersebut, tidak dengan 

wanita lain. Dalam BW tidak mengatur secara khusus tentang duda atau 

janda yang belum cukup umur. Sehingga cakupan umur dalam Undang-

Undang Perkawinan mencakupi keseluruhannya tidak memandang apakah 

calon mempelai pria atau wanita sudah pernah menikah sebelumnya. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Barir Masna Af'idah  tahun 2010 yang berjudul 

“Studi terhadap penetapan pengadilan agama Nganjuk dan pengadilan 

agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon isteri hamil di luar 

nikah”.20
 Dalam skripsi ini peneliti Menggunakan analisis hukum islam,  

membandingkan dua penetapan Pengadilan Agama  yakni Pengadilan 

Agama Nganjuk  No. 24/Pdt.P/2009/ Pa.Ngj dan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No. 0001/ Pdtp/2010/ Pa.Yk mengenai perkara dispensasi nikah 

dengan substansi yang sama.  Dispensasi untuk anak dibawah umur dengan 

                                                           
20

 Barir Masna Af'idah, “Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Dan Pengadilan 
Agama Yogyakarta Tentang Dispensasi Nikah Karena Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah” (Skripsi- 

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010). 
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kondisi calon isteri sudah hamil diluar nikah tetapi Pengadilan Agama 

Nganjuk menolak permohonan tersebut sedangkan Pengadilan Agama 

Jogjakarta mengabulkan permohonan tersebut. Alasan Pengadian Agama 

Nganjuk menolak permohonan tersebut adalah karena calon suami belum 

mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kehamilan 

tersebut disengaja agar mendapat restu dari orang tua. Sedangkan 

Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan dengan alasan anak laki-laki 

tersebut telah dewasa secara emosional  dan biologis serta telah siap 

menjadi seorang suami. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Faruq Alfarizmi  tahun 2011 yang berjudul “Study 

analisis terhadap penetapan pengadilan agama Pasuruan 

nomor.0053/Pdt.P/PA.Pas, tentang dispensasi nikah karena sudah 

bertunangan”.21
 Perkara permohonan dispensasi nikah  No. 

0053/Pdt.P/2010/ Pa.Pas diajukan oleh orang tua pemohon, dikabulkan 

dikarenakan kedua calon pria dan wanita sudah bertunangan selama lima 

bulan padahal umur wanitanya 12 tahun menggunakan analisis deskriptif 

deduktif.  Hubungan  kedua  calon pengantin  ini sudah sangat dekat bahkan 

kedua calon mengaku bahwa sudah melakukan hubungan intim. 

Pertimbangan hakim adalah menolak kerusakan harus didahulukan dari 

                                                           
21

 Faruq Alfarizmi, “Study Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor. 
0053/Pdt.P/2011/ PA.Pas, Tentang Dispensasi Nikah Karena Sudah Bertunangan” (Skripsi - IAIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2011). 
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pada meraih kemaslahatan. Peneliti menggunakan analisis hukum islam dan 

analisis hukum perkawinan islam di Indonesia. Peneliti menyimpulkan 

bahwa dispensasi dengan alasan tersebut sangat relevan dengan hukum 

islam dan undang-undang perkawinan, meskipun pada dasarnya dalam 

pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan tentang 

kecakapan calon isteri. 

Semua penelitian diatas berkaitan dengan dispensasi nikah, tetapi yang 

membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

dispensasi yang diajukan di Pegadilan Agama Pasuruan yang mana pemohon 

adalah anak yang belum cukup umur tanpa diwakili oleh walinya, dikarenakan 

wali tidak menyetujui perkawinan anak itu, dan belum ada peneliti yang 

mengkaji sebelumnya.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur  tanpa izin dari 

wali dalam putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak 
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dibawah umur tanpa izin dari wali dalam putusan No. 

0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dalam dua hal sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk 

memperkaya literatur pengetahuan tentang dispensasi nikah. 

2. Kegunaan secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa 

saja yang ingin mengetahui tentang prosedur  dispensasi nikah sebagai 

acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah perkara dispensasi nikah 

khususnya bagi masyarakat yang berperkara. 

 

G. Definisi Oprasional 

 Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini 

maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut: 

Analisis Yuridis yaitu menganalisis berdasarkan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan dan PMA No.3 tahun 1975 tentang peraturan 
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pegawai-pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam perundang-

undangan perkawinan, 

Dispensasi nikah  yaitu keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada 

Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam hal ini permohonan dispensasi nikah 

diajukan sendiri oleh yang bersangkutan anak yang masih dibawah umur, karena 

wali anak tersebut tidak memberi izin kepada anak tersebut untuk menikah. 

Di bawah umur  yaitu usia dibawah umur menurut undang-undang, cukup 

umur atau dewasa  dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah usia 18 tahun, dalam penetapan nomor: 

0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. umur pemohon adalah 17 tahun 3 bulan. 

Penetapan yaitu keputusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara dispensasi nikah 

dengan nomor: 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

       Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam 

penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data-data yang telah diperoleh 

dari penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan 
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wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Pasuruan yang terkait dengan 

perkara tersebut. 

a. Pertimbangan hukum majelis hakim yang diberikan dalam memberi 

penetapan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. tentang mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah oleh anak dibawah umur tanpa persetujuan 

wali. 

b. Ketentuan yuridis tentang dispensasi nikah baik secara materiil maupun 

formil. 

2. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data  

diperoleh.
22

 Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka sumber 

data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder ada dua
23

, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer dalam penelitian ini adalah Salinan penetapan 

Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas tentang 

dispensasi nikah tanpa persetujuan wali. 

                                                           
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet. 14,  (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,  2010), 172. 
23

 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 97 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

       Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: 

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 

2. Kompilasi Hukum Islam 

3. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 22 tahun 2003 

4. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975  

5. Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama Buku II, 2010 

6. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia 

7. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional 

8. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru) 

9. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 

10. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama 

11. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah 

Syari’ah 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah malalui teknik dokumenter, yakni mengumpulkan 

data yang dilakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan “ content 
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analysis”24 dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan 

mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu 

penulis juga menggunakan teknik wawancara atau interview, wawancara 

ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan 

hakim dan panitera  di Pengadilan Agama Pasuruan. untuk selanjutnya 

data tersebut dianalisis dan disimpulkan. 

4. Teknik Analisis Data 

       Teknis analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknis analisis deskriptif 

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala 

fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan 

pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Pola pikir 

deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan 

teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi 

nikah dan aturan per undang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan 

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan 

PA Pasuruan tentang dispensasi nikah oleh anak dibawah umur tanpa izin 

dari wali, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 

 

                                                           
24

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208. 
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I. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan 

penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa 

bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat 

dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identiikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II memuat landasan teori tentang perkawinan, dispensasi nikah dan 

proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama meliputi Dispensasi nikah, 

sistem permohonan, serta tata cara dispensasi nikah dan proses persidangan. 

BAB III menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum Pengadilan Agama Pasuruan, yang meliputi letak geografis, wilayah 

yuridiksi, struktur organisasi dan deskripsi perkara permohonan dispensasi nikah 

oleh anak dibawah umur tanpa izin dari wali, dan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tersebut. 

BAB IV berisi tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis 

hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas. 

BAB V berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 


